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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan 

adat di Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana dengan baik. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (negara) melakukan 

pelanggaran atas kesejahteraan umum seperti pengusiran masyarakat 

hukum adat dari hutan adatnya. Dapat disimpulkan bahwa negara telah 

membatasi ruang hukum adat dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. 

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam 

Putusan Kasasi Nomor 2904.K/Pdt/2018 telah selaras dengan peraturan 

perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, belum ada tindaklanjut 

dari putusan kasasi ini berupa perlindungan hukum. Hingga kini masih 

sering terjadi tindakan pengusiran terhadap masyarakat hukum adat di 

Kabupaten Padang Lawas Utara. 

 

B. Saran 

1. Dibuatnya undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat hukum 

adat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-

X/2012 agar masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan hukum yang 

jelas serta terlindungi hak-hak tradisional yang melekat padanya, termasuk 

hak ulayat. 
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2. Pemerintah perlu gencar melakukan sosialisasi mengenai adanya hak dari 

masyarakat hukum adat, serta tegas dalam menindak segala tindakan yang 

dianggap merugikan atau bahkan menghilangkan hak masyarakat hukum 

adat.
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